BAB 1V
GRASI SEBAGAI PEMBERIAN AMPUNAN
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Hak Femberian Ampunan Menurut Hukum Islam

Sebagaimana telah dijslaslan dalam bab-bab di  atas
bahwa istilah pemberian ampunan identik dengan pemberiaan
maaf. Namun kalau diperhatitzan dari SE0L 0 Pengaunaannya
maka akan terlihat perbedaannya. Feaberian 2mpio  atas
pengampunan hanya berlaku bagi Allah, sedang istilah
pemberiaan maaf/pemasfan juga beriake bagi Allah swt; i
samping berlako Hagi manusia.

Dalam hubungannya dengan vindak padana  (dar imah)

maka istilah pengampunan dan pemaafan mempunyvai AR RT3

yang sama, yaitu untuk membebaskan hukuman dari pslakunya.

+

Meskipun mempunyai tujuen yang zama, tetapi penggunaan dan
yang menggunakan berbeda. Hal ini tergantung dari tindak

idana (jarimah) ang terjadi. Misalonya s
P ¥ 5

1. Dalam jarimah gishas-diyat
Yang tergolong dalam jarismah ini adalab :
a. rembunuvhan sengaja (al--gathlua amdu).
b. Fembunuhan semi sengaja (&l -gathlu syibhu amdi).
c. Fambunuhar karers tesilapan/tidak sEngaia
{al—-gathlu khata).

4. Fenganiayaan sengaja {al—jarbu amdu)
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2. Fenganiayaan tidak sengaja (al-jarbu khata) {A.
Hanafi, 19920 : 8).

Jika sesearang melakukan salah satu dari jarimah

(tindak pidana) di atas, maka hukuman yvang dapat

ditimpakan bagi pelakunya adalah tergantung

atau walinya, vakni memberiban balaszan atau
Dengan memperhatikan dalil Al Qur’an
pada bab—-bab di atas maka jelas bahwa dalam

ishas—-diyat yang berhak memberikan ampunan
q P

adalah wali korban saja. Seandainya wali

menuntut balas/gishas, maka pelakunya tidak

Dan tugaspemerintah hanyalah menangkap

Keputusan selanjutnya tergantung wali

pengawasan pemerintah. Sebab jika

pemerintah, dikhawatirkan tindakan wali

didasarkan atas kerelaan dari padanya. Karena hanvya

yang merasakan perlakuan keji ini vyang

jiwanya berontak untuk membalas dendam. dan

balas dendam tersebut tidak menutup Femungkinan

kejahatan yang sama yang akibatnya akan lebih

dari pada kejahatan yang pertama dilakukan.

Begitu Jjuga dengan adanya

karban

tanpa

kebolehan

dari si korban
memaafhan.
Al Sunnah

dan
tindak pidana
bagi p=lakunya
Lorban tidak
bisa dihukum.
si palaku.
di bawah
pengawasan
rorban tidak
dialah
dapat membuat
dengan adanvya

timbulnya
parah lagi

memberibkan

pemaafan tersebut tidak mempengaruhbi kesegeraan dilaksana—

kannya hukuman, karena hapusnya jaminan keselamatan pada
jarimah gishas—-diyat bersifat relatif dam bukan mutlak,
artinya hapusnya jaminan tersebut hanya menjadi hapus
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dalam hubungannya dengan korban atau walinya saja, sedang
hubungannya dengan orang-orang lain pembuat jarimah tetap
memilikijaminan keselamatan tersebut. Jadi kalau korban
atau walinya memaafkan maka hapuslah hukuman vyang telah
ditetapkan dan pembuat jarimah kembali memiliki jaminan

tersebut seperti sebelum terjadinya jarimah (A. Hanafi,

0leh karena itu untuk menghindarkan timoulnya
kejahatan vyang sama terulang lagi, maka fllah dan
Rasul-Nya telah memberikan kesempatan memilih dus
alternatif yaitu menuntut balas/qgishas atau mpnﬁntut
diyat.
o

2. Dalam jarimah hudud
Istilah hudud dikenal sebagai pelanggaran terhadap
hak—hak Allah swt. Dan yang tergolong dalam jarimah ini
yaitu :z
a. Rerzina.
b. Menuduh berzina.
. Mencuri.
d. Mabuk.
2. Mengacau/merampok .
f. Murtad.
g. Memberontak (tughah)
{Sayyid Sabiq IX, 1984 : 14).
Felanggaran terhadap salah satu dari kejahatan

tersebut di atas, maka pelakunya diancam dengan suatu
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hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan tasul-Rya
pada bab—bab sebelumnya.

Mengingat jarimah hudud adalah pelanggaran terhadap
hak—-hak Allah, maka seharusnya hukuman tersebut tidak
dimaafkan atau ditunda pelaksanaannya. okarn tetapi hukuman
tersebut dapat dihapus dengan adanya taubat dari
parpbuatannya, dan hal ini karena firman Allah "...kecuali
mereka yang bertaubat sebelum b amu sekalian dapat

menangkap mereka” (A. Hanafi, 1990 1246},

-
-~

. Dalam jarimah ta’'zir.
1

Jarimat ta‘zir dikenal sebagai tindak pidana vyang

tidak ada ketentuan hukumnya dan bentik jarimahnya. HMaka

istilah ta'zir menurut figh adalah "Tindakan edukatif
terhadap perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan

kafaratnya. Atau dengan kata lain, ta ' zir adalah hukuman
vang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas
pelaku tindak pidana yang hukumnya belum ditentukan oleh
syari‘at, atau Ekepastian Rukumnya Lelum  eda’” (Sayyid
Sabiqg, 1967 : 1%50).

Syara’ tidak menentukan macam-macan hiukuaman untuk
jarimah ini, akan tetapi syara’ hanya menyebutkan ta’zir

merupakan sekumpulan hukuman dari yang seringan—yingannya

-

sampai kepadea yang seberat-beratnya. Begitu Juga jarimah
ini tidak ditentukan banyaknya, dan  memang ta'zir tidak

mungkin ditentukan banyabknya.

Olet karena itu, suatu perbuatzan dianggap z=2pagail
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jarimah atau tidak , hal ini tergantung dari hakim untuk
menentukannya. Begitu juga hukumannya, hakim dibari
kebebasan untuk menentukannya dan hukuman apa yang

dipandang sesuai dengan jarimah vang =lah diperbuatnya.

Syara’ hanya menentukan sebagian dari Jjarimahn
ta‘zir, vyaitu perbuatan—-perbuatan vang s=2lamanya akan
tetap dipandang sebagai jarimah, seperti "L riba,
menggelapkan titipan, memaki-maki Srandg, suapan dan

sebagainya” (A. Hanafi, 1990 : B).

Dan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas,
yang dipandang sebagai jarimah ta‘'zir, maka hal ini
diserahkan sepenuhnya kepada penguasa  untuk  menentukan
hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengsain kepentingan

masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash Al
Qur’an maupun Al Hadits dan prinsip—prinsip CLUJLan wmom
dari perundang-undangan.

Maksud dari pemberian hak penentuan jarimah ta“zir
kepada penguasa, agar mereka dapat mengatur masvyarakat dan

£

memelihara kepentingannya serta bisa menghadapi sebaik-
baiknya terhadap keadaan yang mendadak.

Sebagaimana khalifah Umar bin ¥Fhattab melakukan
hukuman ta’zir dan hukuman yang bersifat mendidik, vyaitu
dengan mencukur gundul kepala, mengasingkan  dan  memukul,
Beliau juga mengadakan pembakaran Wwarung-warung penjual

thamer dan membakar pula desa yang di dalamnya dijual

khamer. Beliau pernah membakar gedung Sa’ad bin Abi Wagas



di kKufah, karema dia selal

karn rakyat memasukinya.

Dengan memperhbatikan apa yang pernah

{Sayyid Sabig,

bl

u menutupnya tidak memperkenan-

1987 1952)

dilakukan oleh

khalifah Umar bin Khattab tersebut, wmaka dapat diambil
suatu kesimpulan, bablwa jarimah ta’ zir menjadi haknya
penguasa negara didalam menentukan hukbumannya atau
menentukan apakah suatu perbuatan dipandang sebagai suatu
tindak pidarman atau buban.

Mengingat Jjarimah ta’zir adalabh menjadi haknya
penguasa negara, maka jiks terjadi sssuatu jarimah tg'zir
penguasa negara berhal mensntukan huakunannya atau  msmberi
pengampunan kepada pelakunya. RNamun hal inmi tidak
dipergunakan dengan sewenang—-wenang dan tidal boleh
bertentangan dengan syara’ dan prinsip-prinsig umum.

kalau dibandingkan
juga terdapat di sana
pengampunan yvang terdapat
berlakun pada tindak
istri,
istrinya yvang telah
menarik kembali
pengadilan dimulai. Hal in
ayat 4 KUHF vyang
kembali selama pemeriksaan
i1%8%

dimulai" (Moelyatno,

Sedang dalam tindak

tent

pidana
maka sang suami bisa
berbuat

pengaduannya

berbunyi

dengan hukum pidana pos=iti

ang sistim pengampunan.

di cdalam hukum pidana positip

zina yang dilakukan oleh sang

memberikan pengampunan pada

zina, vyaitu dengan jalan

sebhelum pemerikszan dalam

i berdasarkan pads pasal 284

= "Fengaduan dapat ditarik

dalam sidang pengadilan belum

1 123) .

pidana yarg berk=naan  dsngan
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pidana mati akibat pembunuhan, disana tidak ada sistim
pengampunan dari pihak korban. Dan pengampunan terhadap
pelaku tindak pidana ini diserahkan kepada penguasz negara
yaitu dalam pemberian grasi.

Jdadi antara hukum pidana Islam dan hukum pidanan
positip keduanya juga mengenal adanya pengampunan  oleh
pihak keluarga korban. Plesk ipun demikian terlibhat
perbedaan yang prinsip tentang sistim pengampurnian  ini,
yaitu :

1. Fada hukum pidana positip sistim Fengampunan hanya
berlaku pada tindak pidana zina. Sedangkan pada
bukum pidana Islam pengampunan berlaku pada  jarimah
gishas—diyat (pembunuhan dan luka-melukai).

2. Pengampunan pada hukum pidana positip (dalam tindak
pidana zina) bisa dilakukan sehbelum pemariksaan
dalam sidang pengadilan dimulai. Sedanglan pada
hukum Islam (dalam tindak pidana gishas—-divat), maka
pengampunan bisa terjadi pada waktu proses  sidang
pengadilan.

Dari beberapa uraian di atas dapatlah diambil suatu
pengertian, bahwa hak pengampunan menurut hukum pidana
Islam perlu dibedakan terlebih dahulu berntuk-bentuk
jarimah yang terjadi. Jika vang teriadi adalah Garimah
atau tindak pidana gishas-divat, maka hak pengampunan
berada di bawah kekuasaan keluarga korbam. Dan  jika vang

terjadi adalah tindak pidana ta'zir, maka hak pengampunan



berada di bawah kekuassan p2mericmtah atau DENQUAass Negara.

Sedang pada jarimah hudud, maka kel psngampunan di 0 bawah

rekuasaan Allah, wmanusia  tidalk  berhak  dan tidak  bisa

P
~—
hat
.

memberilkan ampunan sama seka

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Grasi Terhadap
Pidana Mati
Fada bab II di muka telah dij=lasean  Zentang
pengertian grasi, keberadaan s=rta tata czra pelalsansan-—
nya. Maka sebelum dibakas lebih lamjut di dalam  bSab ini,

'

kiranya perlu diingatkan kembali, batwa gt a

Ul
}_n .

merupakan

salah satu dari hak prercgatip Fresi Fepanlik Indonesia

tLeberadaannya herdasarkan pada pasal 4 UUD o 1945, vyang
i

berbunyi : "Fresiden memberi grasi, amnesti, abolisi  dan

rehabilitasi” .

L
J!

Menurut syari’at Islam pAra perguana selain

memiliki hak-hak yang dimiliki oleh orang biesa iJuqa

memiliki hak-hak lain, y2itu hak memerictab,. DI mana

1

enalaian hak-—hak ini mengalibatkan asdanya Yewajiban
P 3 ¥

[y

agi
urang-orang biasa yaitu kewsjiban tazt (tunduk). Hak  dan
kewajiban tersebut tercantum dalam Firman Allain  swt.

sebagai berikut :

"Wahai orang-ourang yang beriman  taatilah Nllan  dan
rasul-Nya sertaorang-orang vyeng mempunyail tampuk
pimpinan  (ulul amri) di antara ksmu. Jika  kEamu
mempersengketakan sesuvetu, maka kembzlikan perbkara

tersebut kepada Allah dan rasul-MNya" {An-Nisa’ 59)



Akan tetapi hak memerintah gan kewajiban taat
tersebut terbatas selama dalam jalur syari’at yang benar.
Demikiar juga halnya dengan grasi (ampunan) penauasa
berhak memberikan kepada terpidana sebagaimsana ia berhak
untuk menjatuhkan hukuman yang lebih sesuai dengan keadaan
tindak pidana serta perbuatannya. Selair ity kuman
dimaksudkan untuk  memberilkan pengajaran bukar umtuk
membinasalkan

Kepala negara dan Islam berkewajiban menjzlankan
hukum—hukum Allah diantara umat manusia, seperti hubkum
gishas-diyat, hudud, ta‘'zir, pungutan Jizyah, Juga
mengatur perjialanan dakwah Islamivah di tengah masyarakat
dan mengatur urusan negara dalam batas-batas ajaran Islam.

Grasi menurut bahasa adalah "o . campun, Pengampu—
nan, hak memberi ampun” (Kramer, 19446 :108). Namun yang

dimaksud dengan istilah pemberian grasi sebsgaimana yang

telah disebuthkan di dalam pasal 14 UuD 1745, berarti

pemberian ampunan. Dan hal ini merupakan hak prercgatip

yang hanya dimiliki oleh kepala negara (presiden).
Femberian grasi (ampunan) oleh kepala negara

menurut hubum positip dilakukan terhadap semua pidana dan
tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana zina. Dalam
tindak pidana ini pemberian ampunan dapat dilakukan oleh
pihak keluarga vaitu cleh sang suami, dengan jalan menarik
kembali pengaduannya sebelum sidang pemsriksasan pengadilan

dimulai. Pasal 784 ayat 4 KUHF berbunyi : "Fengaduan dapat
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ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan
belum dimulai" (Moelyatno, 1985 : 175).

Sedang di dalam hukum pidana Islam hak pemberian
terhadap pelaku tindak pidans, perlu dibedakan bentuk-
bentuk tindak pidana (jarimah) vang telah diperbuat :

1. Dalam jarimah hudud, seperti zina, menuduh berzina,

mencuri, mabuk, merampolk , keluar dari agama dan
memberontak, maka semua pelakunya harus dibukom
sesual dengan apa yang telah ditentukan ocleh £1lah

dan Rasul-Nya, tidak ada manusia vang berhak

memberikan ampunan. karema  hudud adalah Lejiahatan
atau tindak pidana yang berkenaan dengan hak-hak
Allah. Dengan demikian yang verhak memoarikan

ampunan hanyalah Allah swt.

I

2. Dalam jarimah gishas—diyat, seperti pemunuhan
sengaja, pembunuhan semi sengajd, pembunuhan karena

kesalahan/tidak sengaja, penganiayaan sengeaja  dan

penganiayaan tidak sengaja. Semua pelaku dari tindak

il

pidana di atas, tidak bisa dikenai hukuman s=belum
mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban.
Dengan kata lain, dalam tindak pidana inipelakunya
dihukum atau tidak tergantung dari wali atau
keluarga korban, apakah mereka akan menuntut balas
atau hanya menuntut diyat.

Tapi tujuan dari hukueman ity dimaksudkan untuk

memberikan pengampunan bukan untuk membinasakan. Demikian
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halnya dengan grasi (ampunan). FeEnguasa herhak  senberikan
sebagaimana 1ia berhak menijatuhkan hubuman  yang  lsbih
sesuail dengan tindak pidan atau perbuatannya.

Dengan demikian dapat diambil suatu peingertian,
batiwa pemberian grasiampunarn oleh kepala negara  terhadap

pidana mati stau lainnya vyang berkensan dengan tindak

hy

pidana gishas dan hudud diperbolehkan. Fepala negara wajib
melaksanakan hukuman bagi pelanggar jarimah huodud, begitu

juga bagi para pelanggar Jjarimah gishas—-diyat setelah
mendapat persetujuan dari pihak wsli si korban.

Demikian juga di dalam tindak pidana ta'zir, yaitu
tindak pidana vyang tidak ditentukan bentuk dan Jenis

hukuman baik dalam Al Qurr- an maupun Al Sunrnnah, Terhadap

pelaku tindak pidans ini, kepala necara yang berhak
menentukan apakah suwatu  perbuatan dipandang =ebhagai

jarimah atau bukan, dan hukuman apa yang harus ditimpakan-—
nya atau kepala negara mengampuninya. Hal ini hak kuasa
sepenuhnya diserahkan kepadanya, tetapi kekuasaan tersebut
tidak dipergunakan dengan sewsnang-wenang dan juga tidak
boleh bertentangan dengan Al Gur’am dan A1 Sunnah serta

prinsip—prinsip umum dari tujuan perundang-undengan.

C. Tinjauan Dari Segi Maslahah dan mafsadahnya
Femberian grasi/ampunan baik terthiadap pidana mati
maupun pidana lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana

gishas—diyat atau hudud dapat dilihat dari segi maslahah
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dan mafsadatnya yaitu:

1.

Maslahahnya: memberikan kesempatan pada pelaku tindak
pidana, agar mereka mau memperbaiki dirinya dan tidak
lagi mengulagi perbuatannya serta mereka mau bertau—
bat, juga mencerminkan asas kemanusiaan dalam hal ini
si terhukum yang berbuat tindak pidana secara tidak
sengaja, diluar kesadarannya atau akibat mempertahan-
kan diri dari bencana yang akan menimpa keluarganya,
vang secara tulus memohon pengampunan sebesar-besarnya
dan tidak mengulangi ketEPjernmusannya pacla perbuatan-
perbuatan yvang lampau.

Disamping itu juga, merupakan pendidikan moral,
sehubungan dengan waktu yang renting yang harus diperi
ngati, misalnya pada peringatan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan, dengan merasa syukur bahwa orang-orang
yang terpidanapun télah menunjukkan kesadarannya untuk
memperbaiki prilaku selama dalam lembaga pemasyarakat,
sehingga perlu mendapat anugerah keringanan/pemotongan
masa hukumannya. Dan tata cara pemberian grasi, tidak
semua orang terpidana yang mendapat keringanan masa
hukumannya, melainkan yang diajukan adalah mereka yang
jelas telah merubah perbuatannya yang tercela.
Mafsadatnya: Boleh Jjadi pemakaian hak pengampunan

tersebut akan mempengaruhi ketentraman masyarakat
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kalau sekiranya hak tersebut dipergunakan secara

berlebih-lebihan. Akan tetapi, hal ini jauh kemungki-

nannya, sebab dalam pemberian ampunan dilakukan dengan

pemikiran dan pertimbangan yang matang, dan tidak

semua orang terpidana yang mendapat keringan/ampunan
melainkan yang jelas telah merubah perbuatannya.

Dengan demikian. pemberian grasi oleh kepala negara

kalau dibandingkan antara maslahah dan mafsadahnya akan

terlihat maslahahnya vang lebih besar, sehigga pemberian

grasi (ampunan) oleh presiden bagi pembuat pidana diﬁerbo—

lehkan sesuai dengan keadaan tindak pidana serta pembuatnya.



